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Abstract: This study, titled "Legal Aid for Defendants in Criminal Trials," aims to analyze the
implementation of legal aid for indigent defendants within Indonesia's criminal justice
system. The study is motivated by the need to understand the effectiveness and challenges in
providing such legal aid, considering the importance of equal access to justice for all
citizens. This research employs a normative-juridical approach, with empirical data analysis
obtained from Legal Aid Institutions. The findings reveal that despite the strong legal
framework, the implementation of legal aid still faces significant challenges, including
budget constraints, lack of legal awareness among the public, and procedural obstacles. In
conclusion, although efforts to provide legal aid continue, improvements in legal education,
budget allocation, and supervision are necessary to enhance the effectiveness and fairness of
the criminal justice system in Indonesia.

Keyword: Legal Aid, Defendant, Criminal Justice, Access to Justice, Indonesian Legal
System.

Abstrak: Penelitian ini berjudul "Bantuan Hukum Terhadap Terdakwa dalam Peradilan
Pidana" dan bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan bantuan hukum bagi terdakwa yang
tidak mampu dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh
kebutuhan untuk memahami efektivitas dan tantangan dalam pelaksanaan bantuan hukum
tersebut, mengingat pentingnya akses keadilan yang setara bagi semua warga negara. Metode
yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis-normatif dengan analisis
terhadap data empiris yang diperoleh dari Lembaga Bantuan Hukum. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa meskipun sudah ada landasan hukum yang kuat, pelaksanaan bantuan
hukum masih menghadapi berbagai kendala seperti keterbatasan anggaran, kurangnya
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kesadaran hukum di kalangan masyarakat, serta hambatan prosedural. Kesimpulannya,
meskipun upaya pemberian bantuan hukum terus dilakukan, diperlukan perbaikan dalam
penyuluhan hukum, alokasi anggaran, dan pengawasan untuk meningkatkan efektivitas dan
keadilan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

Kata Kunci: Bantuan Hukum, Terdakwa, Peradilan Pidana, Akses Keadilan, Sistem
Peradilan Indonesia.

PENDAHULUAN

Negara Indonesia, yang secara eksplisit dinyatakan sebagai negara hukum dalam Pasal
1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, memiliki tanggung jawab
besar dalam memastikan bahwa hak asasi manusia (HAM) setiap warganya diakui, dihormati,
dan dilindungi. Salah satu wujud konkret dari komitmen ini adalah pengakuan dan
pemenuhan hak atas bantuan hukum, terutama bagi mereka yang tidak mampu secara
ekonomi. Dalam sistem hukum Indonesia, bantuan hukum tidak hanya merupakan bentuk
layanan tetapi juga hak konstitusional yang dijamin oleh negara. Perlindungan terhadap hak
ini sangat penting untuk memastikan bahwa setiap individu, tanpa memandang status sosial
atau ekonominya, dapat memperoleh keadilan di hadapan hukum. Dengan demikian, bantuan
hukum memainkan peran krusial dalam memastikan bahwa prinsip equality before the law
diterapkan secara konsisten di seluruh wilayah Indonesia (Undang-Undang Nomor 16 Tahun
2011).

Sejarah bantuan hukum di Indonesia memiliki akar yang dalam, dimulai dari masa
penjajahan Belanda. Pada masa itu, konsep bantuan hukum mulai diperkenalkan oleh para
sarjana hukum dan praktisi yang memiliki keahlian dalam bidang hukum, meskipun mereka
tidak selalu berasal dari latar belakang akademis. Meskipun konsep bantuan hukum tersebut
belum diatur secara formal oleh undang-undang pada masa itu, namun perannya sangat
signifikan dalam membantu masyarakat yang tidak mampu menghadapi permasalahan
hukum. Setelah Indonesia merdeka, kebutuhan untuk memperluas dan memformalisasi
bantuan hukum semakin mendesak. Hal ini mendorong pemerintah untuk mengadopsi dan
mengembangkan konsep bantuan hukum yang lebih sesuai dengan konteks sosial dan budaya
Indonesia, yang kemudian diatur secara resmi dalam berbagai peraturan perundang-
undangan, termasuk dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum
(Nasution, 1981).

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum menjadi tonggak
penting dalam sejarah bantuan hukum di Indonesia. Undang-undang ini mempertegas
kewajiban negara untuk menyediakan akses terhadap keadilan bagi warga negara yang
kurang mampu melalui pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma. Undang-undang ini
juga memberikan kerangka kerja yang jelas bagi lembaga bantuan hukum untuk
melaksanakan tugasnya secara efektif dan akuntabel. Dalam praktiknya, bantuan hukum tidak
hanya membantu warga negara yang tidak mampu secara finansial, tetapi juga berfungsi
sebagai instrumen untuk memperkuat supremasi hukum dan menjaga keseimbangan dalam
sistem peradilan pidana Indonesia (Winarta, 2011).

Meskipun telah ada kerangka hukum yang jelas, pelaksanaan bantuan hukum di
lapangan masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu masalah utama yang dihadapi
adalah kurangnya akses masyarakat miskin terhadap bantuan hukum yang berkualitas.
Banyak terdakwa dalam kasus pidana tidak mendapatkan pendampingan hukum yang layak,
yang sering kali disebabkan oleh berbagai faktor seperti kurangnya informasi tentang hak-hak
mereka, keterbatasan sumber daya lembaga bantuan hukum, dan jarak geografis yang jauh
dari pusat layanan bantuan hukum. Kondisi ini menyebabkan banyak terdakwa, terutama
mereka yang berasal dari kelompok ekonomi lemah, berada dalam posisi yang sangat rentan
terhadap ketidakadilan dan pelanggaran hak asasi manusia (Winarta, 2009).
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Kurangnya akses terhadap bantuan hukum bagi masyarakat miskin menunjukkan
adanya kesenjangan antara ketentuan hukum yang tertulis dan realitas di lapangan. Dalam
banyak kasus, ketidaksesuaian ini menyebabkan penerapan hukum yang tidak adil dan
diskriminatif, yang bertentangan dengan prinsip keadilan sosial yang diamanatkan oleh
konstitusi. Hal ini juga mencerminkan tantangan yang dihadapi dalam mengimplementasikan
prinsip-prinsip equality before the law secara efektif. Untuk mengatasi masalah ini,
diperlukan upaya yang lebih besar dari pemerintah dan lembaga bantuan hukum untuk
memastikan bahwa setiap warga negara, tanpa kecuali, dapat mengakses bantuan hukum
yang berkualitas dan memadai (Raharjo, 2000).

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis bagaimana pelaksanaan
bantuan hukum terhadap terdakwa yang tidak mampu di Indonesia, khususnya dalam konteks
perlindungan hak asasi manusia. Penelitian ini akan menggunakan berbagai teori hukum
sebagai alat analisis, termasuk teori perundang-undangan untuk memahami dasar hukum
pelaksanaan bantuan hukum, teori kepastian hukum untuk menilai sejauh mana hak-hak
terdakwa dilindungi sesuai dengan hukum acara pidana yang berlaku, serta teori perlindungan
hukum untuk mengevaluasi peran negara dalam menjamin hak-hak tersebut. Dengan
pendekatan ini, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan baik
secara teoretis maupun praktis (Cappelletti, 1976).

Teori perundang-undangan, yang menjadi salah satu landasan utama dalam penelitian
ini, akan digunakan untuk menganalisis kerangka hukum yang mengatur bantuan hukum di
Indonesia. Teori ini membantu untuk memahami bagaimana undang-undang dan peraturan
lainnya dirancang dan diimplementasikan untuk menjamin akses terhadap keadilan bagi
semua warga negara. Selain itu, teori kepastian hukum akan digunakan untuk menilai apakah
hukum acara pidana di Indonesia benar-benar memberikan perlindungan yang memadai bagi
terdakwa, terutama mereka yang tidak mampu. Kepastian hukum adalah elemen penting
dalam penegakan hukum, karena memberikan prediktabilitas dan stabilitas dalam
pelaksanaan hukum (Setiono, 2004).

Selain itu, teori perlindungan hukum akan dieksplorasi untuk mengevaluasi sejauh
mana negara telah memenuhi kewajibannya dalam melindungi hak-hak terdakwa melalui
pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma. Perlindungan hukum ini mencakup upaya
untuk memastikan bahwa hak-hak asasi terdakwa dihormati dan dijaga sepanjang proses
peradilan, mulai dari tahap penyidikan hingga proses persidangan dan pelaksanaan putusan
pengadilan. Perlindungan hukum yang efektif tidak hanya melibatkan pelaksanaan hukum
yang ada, tetapi juga membutuhkan komitmen dari seluruh aparat penegak hukum dan
lembaga terkait untuk menegakkan hak-hak tersebut (Raharjo, 2000).

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi penting bagi
pengembangan ilmu hukum di Indonesia, terutama dalam aspek perlindungan hak asasi
manusia dan penegakan hukum yang adil. Temuan dari penelitian ini juga diharapkan dapat
menjadi acuan bagi para pembuat kebijakan, praktisi hukum, dan lembaga bantuan hukum
dalam meningkatkan kualitas dan aksesibilitas bantuan hukum bagi terdakwa yang tidak
mampu. Dengan demikian, keadilan substantif dapat benar-benar diwujudkan bagi seluruh
lapisan masyarakat Indonesia, yang pada akhirnya akan memperkuat fondasi negara hukum
dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan (Winarta, 2011).

Secara praktis, penelitian ini dapat memberikan rekomendasi tentang langkah-langkah
yang perlu diambil untuk memperbaiki dan meningkatkan pelaksanaan bantuan hukum di
Indonesia. Ini termasuk rekomendasi untuk memperkuat koordinasi antara lembaga bantuan
hukum dan pemerintah, meningkatkan kapasitas lembaga bantuan hukum melalui pelatihan
dan pendanaan yang memadai, serta memperluas jangkauan layanan bantuan hukum ke
daerah-daerah terpencil. Dengan demikian, diharapkan setiap warga negara, terlepas dari latar
belakang ekonomi mereka, dapat memiliki akses yang setara terhadap keadilan dan
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mendapatkan perlindungan hukum yang layak sesuai dengan hak-hak mereka (Nasution,
1981).

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang
difokuskan pada kajian terhadap bahan-bahan hukum yang ada, baik primer maupun
sekunder, untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan. Penelitian hukum normatif
dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka, yang sering disebut sebagai penelitian
kepustakaan (library research), guna menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, serta
doktrin-doktrin hukum yang terkait dengan isu yang sedang dibahas.

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang
(statute approach). Pendekatan ini melibatkan penelaahan semua peraturan perundang-
undangan yang berkaitan dengan topik penelitian, dalam hal ini adalah mengenai bantuan
hukum terhadap terdakwa yang tidak mampu. Pendekatan undang-undang ini relevan untuk
menganalisis bagaimana peraturan yang berlaku memberikan dasar hukum bagi pelaksanaan
bantuan hukum secara cuma-cuma. Jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini
terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer mencakup
peraturan perundang-undangan yang memiliki otoritas, seperti Undang-Undang Dasar 1945,
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dan Undang-Undang Nomor 16
Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Bahan hukum sekunder meliputi publikasi tentang
hukum yang dapat membantu memahami bahan hukum primer, seperti jurnal, buku, dan
artikel yang relevan. Sedangkan bahan hukum tersier mencakup kamus hukum, ensiklopedia,
dan sumber lainnya yang memberikan informasi tambahan terkait.

Prosedur pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan yang melibatkan
pengumpulan dan analisis sistematis terhadap undang-undang, peraturan pemerintah, putusan
pengadilan, buku-buku, dan dokumen lain yang terkait. Penelitian ini mengedepankan
metode analisis isi (content analysis) terhadap bahan hukum yang telah dikumpulkan, dengan
tujuan untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi bagaimana aturan-aturan hukum tersebut
diinterpretasikan dan diterapkan dalam konteks perlindungan hak asasi manusia. Teknik
analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif, di mana data yang diperoleh
dianalisis dengan fokus pada isi dan konteks peraturan hukum serta doktrin-doktrin yang ada.
Analisis ini dilakukan untuk memahami kesesuaian antara norma hukum yang berlaku
dengan praktik di lapangan, serta untuk menemukan potensi kesenjangan yang ada. Hasil dari
analisis ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif tentang bagaimana
pelaksanaan bantuan hukum terhadap terdakwa yang tidak mampu sebagai bentuk
perlindungan hak asasi manusia.

Untuk menjaga validitas dan reliabilitas hasil penelitian, setiap sumber hukum dan
literatur yang digunakan akan diverifikasi kebenarannya dengan melakukan pengecekan
silang terhadap berbagai sumber yang terpercaya. Proses ini penting untuk memastikan
bahwa interpretasi yang dihasilkan benar-benar mencerminkan maksud dari peraturan atau
doktrin yang diteliti. Hambatan yang mungkin dihadapi selama penelitian ini adalah kesulitan
dalam mengakses beberapa dokumen hukum atau literatur tertentu yang tidak tersedia secara
online atau memerlukan akses khusus. Untuk mengatasi hambatan ini, peneliti akan
memanfaatkan berbagai jaringan akademik dan perpustakaan, serta sumber daya lainnya yang
dapat mendukung akses terhadap bahan hukum yang diperlukan. Dengan menggunakan
metode penelitian yang sistematis ini, penelitian ini diharapkan dapat memberikan hasil yang
valid dan relevan dalam menjawab permasalahan hukum yang terkait dengan pelaksanaan
bantuan hukum terhadap terdakwa yang tidak mampu di Indonesia
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HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Bantuan Hukum Terhadap Terdakwa yang Tidak Mampu

Pelaksanaan bantuan hukum bagi terdakwa yang tidak mampu di Indonesia merupakan
upaya nyata dari pemerintah untuk menjamin akses keadilan bagi seluruh warganya, tanpa
memandang status ekonomi. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan
Hukum menjadi landasan utama dalam pelaksanaan bantuan hukum, khususnya bagi
masyarakat miskin yang berhadapan dengan hukum. Berdasarkan data yang diperoleh dari
Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Menara Keadilan, terdapat variasi dalam jumlah kasus
yang mendapatkan bantuan hukum dari tahun 2020 hingga 2022. Tabel berikut
menggambarkan jumlah perkara yang mendapatkan bantuan hukum:

Tabel 1. Jumlah Perkara pertahun

Tahun Jumlah Perkara
2020 30
2021 33
2022 28

Analisis Data

Data ini menunjukkan bahwa meskipun ada peningkatan jumlah perkara yang dibantu
pada tahun 2021, terjadi penurunan pada tahun 2022. Penurunan ini dapat disebabkan oleh
beberapa faktor, seperti keterbatasan anggaran, kendala operasional, dan kurangnya
kesadaran hukum di kalangan masyarakat. Fluktuasi ini menandakan bahwa meskipun ada
upaya yang konsisten untuk memberikan bantuan hukum, tantangan dalam implementasi
masih perlu diatasi secara sistematis (Fajar dan Yulianti, 2010).

Salah satu tantangan terbesar dalam pelaksanaan bantuan hukum adalah kurangnya
kesadaran hukum di kalangan masyarakat, terutama di kalangan masyarakat ekonomi lemah.
Banyak terdakwa yang tidak mengetahui bahwa mereka memiliki hak untuk mendapatkan
bantuan hukum secara cuma-cuma, dan hal ini sering kali menyebabkan mereka tidak
memanfaatkan hak tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun undang-undang telah
memberikan jaminan hukum yang kuat, pelaksanaannya masih tergantung pada sejauh mana
masyarakat memahami dan menuntut hak-hak mereka (Mahmud Marzuki, 2011).

Lebih jauh lagi, keterbatasan anggaran menjadi salah satu kendala utama dalam
pelaksanaan bantuan hukum yang efektif. Banyak lembaga bantuan hukum yang bergantung
pada anggaran pemerintah mengalami keterlambatan dalam menerima dana, yang
mempengaruhi kualitas layanan yang dapat mereka berikan. Anggaran yang tidak mencukupi
sering kali mengakibatkan kurangnya sumber daya untuk menangani kasus secara optimal,
seperti biaya transportasi, administrasi, dan dukungan logistik lainnya. Akibatnya, terdakwa
yang seharusnya mendapatkan bantuan hukum yang layak mungkin tidak mendapatkan
pembelaan yang memadai di pengadilan (Winarta, 2011).

Peran Advokat dalam Memberikan Bantuan Hukum

Advokat memiliki peran kunci dalam memastikan bahwa terdakwa yang tidak mampu
mendapatkan pembelaan yang layak di pengadilan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18
Tahun 2003 tentang Advokat, advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma
kepada masyarakat yang tidak mampu. Namun, dalam praktiknya, advokat sering kali
menghadapi berbagai tantangan, termasuk beban kasus yang berat, keterbatasan anggaran,
dan kurangnya dukungan logistik. Beban kerja yang tinggi ini sering kali mengakibatkan
advokat harus menangani banyak kasus secara bersamaan, yang pada gilirannya dapat
mempengaruhi kualitas pembelaan yang mereka berikan kepada klien mereka (Winarta,
2011).

Dalam beberapa kasus, advokat tidak diizinkan untuk mendampingi klien mereka
selama proses penyidikan, meskipun Pasal 56 KUHAP dengan tegas menjamin hak terdakwa
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untuk didampingi penasihat hukum pada setiap tingkat pemeriksaan. Ketidaksesuaian antara
aturan hukum dan praktik di lapangan ini menunjukkan adanya hambatan struktural yang
signifikan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Advokat sering kali dihadapkan pada
situasi di mana mereka harus bekerja dalam kondisi yang kurang mendukung, seperti
kurangnya akses terhadap informasi kasus, yang membuat mereka sulit memberikan
pembelaan yang optimal (Raharjo, 2000).

Peran advokat juga sering kali diabaikan atau diremehkan oleh institusi peradilan
lainnya. Dalam beberapa kasus, penegak hukum lain seperti polisi dan jaksa kurang
memperhatikan pentingnya kehadiran advokat dalam proses penyidikan dan penuntutan. Hal
ini tidak hanya menurunkan kualitas pembelaan hukum, tetapi juga dapat menimbulkan
ketidakadilan yang signifikan bagi terdakwa. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan
koordinasi antara advokat dan lembaga penegak hukum lainnya untuk memastikan bahwa
hak-hak terdakwa dihormati dan dipenuhi selama proses peradilan (Ishaq, 2009).

Efektivitas Sistem Peradilan dalam Memberikan Bantuan Hukum

Efektivitas sistem peradilan dalam memberikan bantuan hukum kepada terdakwa yang
tidak mampu masih menjadi tantangan besar di Indonesia. Meskipun kerangka hukum telah
ditetapkan dengan jelas melalui berbagai undang-undang, seperti Undang-Undang Nomor 8
Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), penerapannya di lapangan sering kali
jauh dari ideal. Contoh nyata dari ketidakefektifan ini adalah kasus dalam Putusan Nomor
856 K/Pid.SUS/2017, di mana terdakwa tidak didampingi oleh penasihat hukum selama
proses penyidikan, meskipun ancaman pidana yang dihadapi lebih dari lima tahun.
Pelanggaran seperti ini menunjukkan bahwa ada masalah mendasar dalam sistem peradilan
yang perlu segera diperbaiki (Soekanto, 1983).

Kasus ini menggambarkan masalah sistemik dalam sistem peradilan pidana di
Indonesia, di mana hak-hak terdakwa sering kali diabaikan atau tidak dipenuhi secara
memadai. Ketidakpatuhan terhadap peraturan ini tidak hanya merugikan terdakwa, tetapi juga
mencerminkan kelemahan dalam penegakan hukum di Indonesia. Selain itu, kasus ini
menunjukkan perlunya pengawasan yang lebih ketat dan independen terhadap pelaksanaan
bantuan hukum, untuk memastikan bahwa hak-hak terdakwa dihormati dan dilindungi
dengan baik. Pengawasan yang lebih baik juga diperlukan untuk memastikan bahwa setiap
pelanggaran terhadap hak-hak terdakwa segera ditangani dan diperbaiki (Ishaq, 2009).

Lebih jauh, efektivitas sistem peradilan dalam memberikan bantuan hukum juga
dipengaruhi oleh kualitas dan integritas para penegak hukum itu sendiri. Kualitas pendidikan
dan pelatihan yang diberikan kepada para penegak hukum, termasuk polisi, jaksa, dan hakim,
sangat mempengaruhi bagaimana mereka memahami dan menerapkan hukum dalam praktik.
Oleh karena itu, perlu ada peningkatan dalam pendidikan dan pelatihan hukum, khususnya
dalam aspek hak asasi manusia dan bantuan hukum, untuk memastikan bahwa setiap penegak
hukum memiliki pemahaman yang kuat tentang pentingnya memberikan bantuan hukum
yang adil dan merata kepada semua terdakwa, tanpa memandang status sosial atau ekonomi
mereka (Soekanto dan Mamudhi, 2003).

Tantangan dan Solusi dalam Pemberian Bantuan Hukum

Pelaksanaan bantuan hukum bagi terdakwa yang tidak mampu di Indonesia
menghadapi berbagai tantangan yang kompleks. Salah satu tantangan terbesar adalah
kurangnya kesadaran hukum di kalangan masyarakat. Banyak terdakwa dari kalangan
masyarakat miskin tidak menyadari bahwa mereka berhak mendapatkan bantuan hukum
secara cuma-cuma, sehingga mereka sering kali tidak meminta atau memanfaatkan hak ini.
Hal ini menunjukkan bahwa perlu adanya peningkatan dalam penyuluhan hukum yang
ditujukan kepada masyarakat luas, terutama di daerah-daerah terpencil di mana akses
terhadap informasi hukum sering kali terbatas. Penyuluhan hukum ini dapat dilakukan
melalui berbagai media, termasuk televisi, radio, internet, dan program-program pendidikan
yang melibatkan komunitas lokal (Reskodiputro, 2007).
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Tantangan lainnya adalah keterbatasan anggaran yang tersedia untuk program bantuan
hukum. Anggaran yang sering kali terlambat disalurkan atau tidak mencukupi untuk
menutupi kebutuhan operasional lembaga bantuan hukum menjadi penghambat utama dalam
pelaksanaan bantuan hukum yang efektif. Keterbatasan ini tidak hanya mempengaruhi
kemampuan lembaga bantuan hukum untuk menyediakan layanan, tetapi juga menurunkan
kualitas bantuan hukum yang dapat diberikan kepada terdakwa. Untuk mengatasi masalah ini,
diperlukan perbaikan dalam mekanisme pengelolaan anggaran, memastikan bahwa dana
disalurkan tepat waktu dan sesuai dengan kebutuhan yang ada. Selain itu, pemerintah perlu
meningkatkan alokasi anggaran untuk bantuan hukum, agar lebih banyak terdakwa yang
dapat mendapatkan bantuan hukum yang layak (Shant, 1988).

Selain masalah anggaran, pelaksanaan bantuan hukum juga menghadapi tantangan
dalam hal pengawasan. Pengawasan terhadap pelaksanaan bantuan hukum harus dilakukan
secara ketat dan independen oleh lembaga-lembaga yang berwenang, seperti Komisi Yudisial
dan Komnas HAM. Pengawasan ini penting untuk memastikan bahwa setiap tahapan dalam
proses peradilan pidana berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku dan bahwa hak-hak
terdakwa terlindungi dengan baik. Pengawasan yang efektif juga akan membantu dalam
mengidentifikasi dan menangani pelanggaran yang terjadi, sehingga keadilan dapat
ditegakkan dengan lebih baik dan merata (Soekanto dan Mamudhi, 2003).

Advokat dan lembaga bantuan hukum juga memerlukan dukungan yang memadai
untuk menjalankan tugas mereka secara optimal. Dukungan ini dapat berupa pelatihan
profesional yang berkelanjutan, akses terhadap sumber daya yang cukup, dan lingkungan
kerja yang mendukung. Pelatihan profesional sangat penting untuk memastikan bahwa
advokat selalu update dengan perkembangan hukum dan praktik terbaik dalam memberikan
bantuan hukum. Selain itu, advokat perlu dilibatkan dalam proses pembuatan kebijakan
terkait bantuan hukum, agar mereka dapat memberikan masukan berdasarkan pengalaman
praktis mereka di lapangan (Ishaq, 2009).

Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa meskipun ada upaya yang
signifikan untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada terdakwa yang tidak
mampu, masih ada tantangan besar yang menghambat pelaksanaannya. Tantangan-tantangan
ini meliputi kurangnya kesadaran hukum di kalangan masyarakat, keterbatasan anggaran,
kendala prosedural, dan lemahnya pengawasan dalam pelaksanaan di lapangan. Untuk
mengatasi tantangan-tantangan ini, diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif, yang
mencakup peningkatan penyuluhan hukum, pengelolaan anggaran yang lebih baik,
pengawasan yang ketat, serta dukungan yang memadai bagi advokat dan lembaga bantuan
hukum.

Selain itu, pemerintah perlu meningkatkan komitmennya dalam memastikan bahwa
semua terdakwa, tanpa memandang status sosial atau ekonomi, mendapatkan akses yang adil
dan merata terhadap bantuan hukum. Ini termasuk peningkatan alokasi anggaran, perbaikan
mekanisme pengawasan, dan peningkatan koordinasi antara lembaga penegak hukum.
Dengan langkah-langkah ini, diharapkan bahwa sistem bantuan hukum di Indonesia dapat
berjalan lebih efektif dan adil, serta mampu memberikan perlindungan maksimal terhadap
hak asasi manusia, terutama bagi mereka yang berada dalam kondisi ekonomi yang kurang
menguntungkan (Nasution, 1981; Winarta, 2011).

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan mengenai "Bantuan Hukum Terhadap
Terdakwa dalam Peradilan Pidana," dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan bantuan hukum
bagi terdakwa yang tidak mampu masih menghadapi berbagai tantangan yang signifikan,
meskipun sudah ada landasan hukum yang kuat seperti Undang-Undang Nomor 16 Tahun
2011 tentang Bantuan Hukum. Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat upaya
yang terus-menerus dari pemerintah dan lembaga bantuan hukum untuk memberikan akses
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keadilan yang setara, terdapat fluktuasi dalam jumlah kasus yang mendapatkan bantuan
hukum, yang disebabkan oleh faktor-faktor seperti keterbatasan anggaran, kurangnya
kesadaran hukum di kalangan masyarakat, dan hambatan prosedural di lapangan.

Pelaksanaan bantuan hukum yang optimal sangat bergantung pada kesadaran hukum
masyarakat, dukungan anggaran yang memadai, serta koordinasi yang efektif antara advokat,
lembaga bantuan hukum, dan instansi penegak hukum lainnya. Temuan penelitian ini juga
menggarisbawahi pentingnya pengawasan yang lebih ketat dan independen untuk
memastikan bahwa hak-hak terdakwa yang tidak mampu terlindungi dengan baik sepanjang
proses peradilan pidana. Ketidakpatuhan terhadap prosedur hukum yang berlaku, seperti yang
tercermin dalam beberapa kasus, menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk
memperbaiki mekanisme pengawasan dan implementasi di lapangan.

Penelitian ini berkontribusi pada bidang sains hukum, khususnya dalam memahami dan
memperbaiki sistem peradilan pidana di Indonesia, dengan menekankan perlunya
peningkatan penyuluhan hukum, alokasi anggaran yang lebih efisien, dan pengawasan yang
lebih efektif. Perbaikan-perbaikan ini diharapkan tidak hanya dapat meningkatkan efektivitas
pemberian bantuan hukum, tetapi juga memperkuat keadilan dan integritas dalam sistem
peradilan pidana secara keseluruhan. Dengan demikian, diharapkan bahwa hak asasi manusia,
terutama bagi terdakwa yang tidak mampu, dapat dijamin dan dihormati sepenuhnya dalam
setiap tahap proses hukum.
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